
BUPATI I{ALITIAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOM0R 29.A I KPTS / t / 2A26

TENTANG

PTMBENTUKAN TIM PEIITYUSUNAN RENCAI5A KER.IA IRTNJAI
DIIIAS PENGEITDALIAN PENDUDUK DAI{ KELUARGA BERENCANA

I(ABUPATEN IIALMATIERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2A27

Ivienimbang : a.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahw'a berdasar*an ketentuan Pasal i2s huruf a per.aiurarr
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun '2afi tentang Tata cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah,
Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa persiapan
penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi pembentukan Tim
Penyusunan Renja Perangkat Ilaerah;
bahwa r:niuk menjairrin ierlaksar:an-ya penytisunail ite-r:3a
Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu membentuk rim
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pengenrlarian penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2O27;
bahrva berdasarkan pertimbangan sehragaimana dimaksud pada
hufuf a dan huruf b, maka periu menetapkan Keputusan Bupati
Halmahera Barat tentang Pembentukan Tirn penyusunan
Rencana Keq'a {Renja) Dinas Pengendalian pend.uduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2O27;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahuri 19ST tentang
Pembentukan Daerah-Daerah swantra Tingkat Ii dalam wilayah
Daerah Srvantra Tingkat l Maluku menjadi Undang-Undang;
undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-unciang Nomor 46 Tahun lggg rentang pembentukan
Propinsi Maluku utara, Kabupaten Buru rlan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula. Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2aa4 tentang perbendaharaan
Negara;

Mengingat : 1.

6. undang-uneiang i{omor 25 tahun '2aii4 ientang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang pemerintahan
Daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 Tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daer-ah:
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undang-undang Nomor 13 Tahun 2a22 tentang peubahan atas
unriang-undang Nomor 12 Tahun 2crii tentang pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;
undang-undang Nomor 20 Tahun 2a23 tentang Aparatur sipil
Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2org tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun za'27 tentang pengeloiaan
Transfer ke Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Lentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024
tetriang Per:aturan lvier:teri i)aiarn Negeri iriomor 19 Tahurr 2Oi6
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2olz tentang
Tata cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaruasi pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka pan-jang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keq'a Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2alg tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2org tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkraktur perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2o2o tentang
Pengukuran Indeks Pengeiolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nornor 7T Ta]nun 2o2a tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2950 Tahun 2$,2a
tentang Perubahan Ketiga diatas Keputusan Menteri <lalam
Negeri Nomor 050-5889 rahun 2o2r tentang Hasil verifikasi,
Validasi dan InvenLerisasi Pemuktahiran Klasifikasi, verifikasi.
dan Nomenklaktur Perencanaan pembangunan dan Keuangan
Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 1'ahun
2o'2L tentang Peubahan atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2076 tentang Pembentukan dan sussunan perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

'21. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Katrupaten Haimahera Barat Nomor 2 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2al6 tentang Pembentukan dan susunan organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2026 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O26;

'24. Peraturan Bupati i{almahera Barat Nomor 20 rahun 'zo2l
tentang Perubahan kedua aias Peraturan Bupali Haimahera Barat
Nomor 10 Tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat
Daerah;

25. Perat.uran Bupati Halmahera Barat Nomor rz rahun 2ozT
tentang Perubahan Keempat atas peraturan bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang strrrktur organisasi
Perangkat daerah;

26. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 3/Kp?s/ ll2az6
tentang Pelimpahan Kekuasaan pengeloraan Keuangan Daerah
dari Bupati selaku Kepala Daerah kepacra Kepali perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintatran Kabupaten Halmahera Barat
sei:agai Pejabat Pemegang Ker,vetangan Kuasa ilengguna
Anggaran Tahun 2A26;
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27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan rian Beianja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O26;

MEMUTUSKAI{

idemf-reniuk rim Fenyusunan Rencana Kerjer (Renjai Dirras
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Halmahera Barat rahun Anggaran 2o2T pacia satuan Ke4'a Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Halmahera Barat- dengan susunan Tim sebagaimana tercanturn pada
Lampiran Keputusan ini;
Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
hertugas menvusun Dokumen Rencana Keq'a (Renja) Dinas
Pengendalian Pcnduduk dan I{.luarga Berencana I{abupatea
Halmahera Rarat Tahun Anggaran 2o2z sesuai rlengan Ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku;
Segala bia5,a yang tirnbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini diLrebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 14 J '2426

BUPATI BARAT"

1.
a

3.

Inspektur Inspektorat Kab. Hahnahera Barat di Jailolo,
Kepala BKAD Kab. Halrnahera Barat di Jailolo,
Kepala BAPERRIDA Kab. Hatnahera Barat di Jailolo.

Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag Hukum & Orgs

Tembusan disampaikan kepada Yth:



LAMPIRAN :

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOIVIOR : 29.A / KPTS /I/ 2A26
TANGGAL: 14 JANUARI 2026

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2A27

Ito NASrA lNrP JABATAIT DALAM
TIlIT

KET

1 ROSFINRJE KALENGIT,SKM, M.KCS
NrP. 19680228 198803201 I

PENANGGUNGJAWAB

') HERMAN RATU PARE, ST
NrP. 19750513 204604 1 008

KBTUA

-.) DANIEL TOGOLOBE, S,SOS
NrP. 1984L220 20t101 1 007

SBKRETARIS

4 RAHMAT PATTY, SKM
NrP. 19761216 200003 1 004

ANGGOTA

5 NURAIN AHAD, S.ST
NrP. 19800710 200501 2 A27

ANGGOTA

6 EKLESIA SUSYANTI LORES, SKM
NIP. 19791128 2003L2 2 ALs

A]\T/-!l.1r\TIAruTUUUAA

7 ASWIR TARUN
NrP. 19850616 200903 L OA2

ANGGOTA

I FEBIOLAL DJAWA, S.ST
NrP. 19894942241101 2 004

ANGGOTA

I ELSITA TJIDA, S.T?,KCb
NrP. 19860111 200802 2 AO2

ANGGOTA

10 c\,/ A I)TI;\ AEaI\TI,ll\id t iu\al' L)Ll t Lr \

NrP. 197r127t 200312 i 004
ANGGOTA

11 MUDJIAH H. WADIR, SE
NrP. 19860907 242412 2 AA9

ANGGOTA

Paraf BUPATI HALI4AH9RA BARAT,

'AII,IES UAIIG
Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag Hukum & Orgs


